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W ALIKOTA PONTIANAK 
PRWVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 
NO MOR 65 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

RUMAH SAKlT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PONTIANAK, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah bahwa sekretaris inspektorat Daerah 
kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dines 
Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah 
kabupaten/kota, kepala bagian, camat, direktur rumah 
sakit urnum Daerah kabupaten/kota kelas C, direktur 
rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B, wakil 
direktur rumah sakit urnurn Daerah kabupaten/kota kelas 
A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus 
Daerah kabupaten/kota kelas A rnerupakan jabatan eselon 
III.a atau jabatan administrator; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 83 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Rumah Sakit Umurn Daerah pada Dinas Kesehatan 
Kota Pontianak; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat fl di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun I 965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nornor 3 Tahun 1953 ten tang Pernbentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18  
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 1 ) ;  

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor l 49); 

10.  Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan ,  Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 
Pontianak (Serita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomor 66) ;  

1 1.  Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2 0 1 6  tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit 
Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak 
(Serita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 83); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA 
PONTIANAK. 
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Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah pada 
Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Serita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomor 83) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
1 .  Ketentuan ·Pasal 1 angka 2 (dua) dan angka 10 (sepuluh) diubah, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak. 
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan pada sezua bidang dan jenis penyakit. 
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak. 
9 . Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

UPTD RSUD Kota Pontianak. 
l 0. Kepala UPTD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur merupakan 

jabatan eselon III .a atau jabatan administrator. 
1 1 .  Sada n  Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 



Pasal II 

s Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Serita Daerah Kota Pontianak. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal ; ti < 

J WALIKOTA PONTIANAK, 

/;' EDIRUSDIKAMTONO 
Diundangkan di Pon ianak 
pada tanggal ' ' ' . . . s  c '  
SEKRETARIS DAE H KOTA PONTIANAK, 
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MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR ' 
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